





A. Latar Belakang Masalah  
Diera industrialisasi yang terjadi saat ini ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (Intregrated) yang memberi 
impak terwujudnya masyarakat utama. Masyarakat Indonesia termasuk 
kedalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dimana sebagai anggota 
masyarakat Indonesia harus mampu melalui persaingan ekonomi yang ada. 
Persaingan ekonomi tersebut seperti meningkatkan laju pertumbuhan 
pendapatan masyarakat, agar laju petumbuhan pendapatan meningkat maka 
kegiatan investasi mempunyai arti penting. Ketersediaan dana untuk investasi 
secara formal berasal dari lembaga keuangan (perantara financial), baik itu 
bank maupun lembaga keuangan non bank atau yang lainnya. Dalam 
memperoleh pembiayaan dana dan peralatan modal maka terdapat suatu 
lembaga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu lembaga pembiayaan 
yang dapat dilakukan oleh
1
 Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan 
Perusahaan Pembiayaan. 
Dalam Pemenkeu No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan 
pembiayaan dimana kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi 
pembiayaan, dimana dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak 
menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan 
tabungan. Perusahaan pembiayaan tersebut mempunyai peranan yang penting 
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yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang berpotensi 
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
2
 Perusahaan pembiayaan 
melakukan kegiatan usaha yang meliputi bidang usaha :
3
 
a. Sewa Guna Usaha (leasing), 
b. Modal Ventura, 
c. Perdagangan Surat Berharga, 
d. Anjak Piutang, 
e. Usaha Kartu Kredit, 
f. Pembiayaan Konsumen. 
Bidang usaha yang dimiliki perusahaan pembiayaan yang berkembang 
pesat sampai saat ini adalah usaha pembiayaan konsumen yang terdapat pada 
di Pasal 1 angka 2 Pemenkeu No.84/PMK.012/2006. Pembiayaan konsumen 
merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan 
oleh masyarakat (konsumen) untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang 
konsumtif yang diinginkan.
4
 Dalam usaha perusahaan pembiayaan konsumen 
ini melakukan usaha-usaha dalam pembiayaan kredit barang konsumsi. Hal 
yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut adalah mengikat 
konsumen yang akan mengajukan kredit konsumsi dengan suatu perjanjian. 
Perjanjian pembiayaan konsumen lazimnya menggunakan perjanjian 
baku. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
perjanjian baku atau klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 
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syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara 
pihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau 
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Artinya 
perusahaan telah menentukan isi perjanjian, syarat ketentuan termasuk hak 
dan kewajiban bagi para pihak, sehingga tidak disediakan kesempatan bagi 
konsumen untuk mendiskusikan isi dari perjanjiannya, konsumen hanya 
diberikan pilihan untuk menyetujui isi perjanjian atau tidak menyetujui. 
Penandatanganan yang akan menjadi tanda disepakati isi perjanjian 
pembiayaan tersebut.  
Perspektif islam tentang perjanjian memiliki syarat tertulis dan 
perjanjian itu digunakan untuk tujuan yang jelas seperti dalam Firman Allah 
Surah Al Maidah Ayat 1 : 
 
Artinya : ‘’Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan 
ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram 
(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai 
dengan yang Dia kehendaki’’. 
Dalam surah Al-Maidah ayat 1, Allah menyuruh kepada seluruh kaum 
mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun 
perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah, 




ternak setelah disembelih. Selain itu perjanjian juga dijelaskan didalam 
Firman Allah Surah Al Isra’ Ayat 34 : 
 
 
Artinya : ‘’Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan 
penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta 
pertanggungjawabannya’’. 
   
Dalam surah Al Isra’ ayat 34, Allah mengharamkan seluruh kaumnya 
untuk menggunakan harta anak yatim kecuali memanfaatkannya dengan baik 
sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan perjanjian itu harus dilaksanakan 
karena janji itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban diakherat nanti. 
Asas yang sering digunakan dalam pembuatan perjanjian adalah asas 
kebebasan berkontrak. Dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdata 
menjelaskan, asas kebebasan berkontrak merupakan semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya dan telah mengikat 
kedua belah pihak. Dalam penjelasan pasal tersebut para pihak bukan hanya 
mendapatkan kebebasan untuk membuat perjanjian, bahkan mengenai isi dari 
perjanjian dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati 
kedua belah pihak, akan tetapi dalam membuat perjanjian tersebut tidak 
melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Disamping itu setiap 
orang boleh membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga 






 Dengan adanya hal tersebut, para pihak yang mengadakan 
perjanjian diperbolehkan untuk membuat kesepakatan yang dapat melahirkan 
kewajiban apa saja, selama sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut 
tidak melanggar ketentuan didalam Undang-undang. 
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Selain menggunakan asas kebebasan berkontrak, dalam membuat 
perjanjian juga menggunakan asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, 
asas iktikad baik, asas kepercayaan, asas kehati-hatian dan asas 
keseimbangan.
7
 Namun jika dilihat kenyataanya, jarang menjumpai para pihak 
yang mengadakan perjanjian yang menerapkan asas keseimbangan dalam 
artian mempunyai posisi tawar yang seimbang bagi kedua belah pihak. 
Seharusnya,para pihak yang membuat perjanjian memuat kesepakatan 
bersama sehingga dengan hal ini tidak ada yang dominan diantara keduanya. 
Hal tersebut dinamakan posisi tawar yang seimbang. 
Dengan adanya asas-asas atau pinsip-prinsip perjanjian tersebut maka 
akibat hukum perjanjian pembiayaan itu dimuat secara sah, sehingga akan 
berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan 
pembiayaan konsumen dan konsumen itu sendiri ( Pasal 1338 ayat (1) KUH 
Perdata). Dari uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut tentang ‘’ANALISIS YURIDIS PRINSIP PRINSIP PERJANJIAN 
TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM LALU LINTAS BISNIS (studi 
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kasus pada perjanjian pembiayaan konsumen PT Andalan Finance Tbk 
Cabang Surakarta)’’. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,maka 
dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana kontruksi perjanjian pembiayaan konsumen di PT Andalan 
Finance Tbk Cabang Surakarta ? 
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam kontrak baku pada 
perjanjian pembiayaan konsumen di PT Andalan Finance Tbk Surakarta ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam 
melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan 
masalah yang telah diuraikan diatas,maka tujuan yang hendak dicapai penulis 
dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kontruksi hukum dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen di PT Andalan Finance Tbk Cabang Surakarta. 
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam kontrak 








D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas,maka 
manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia dan khususnya 
hukum perdata, terutama mengenai penggunaan klausula baku dalam 
perjanjian pembiayaan konsumen di PT Andalan Finance Tbk Cabang 
Surakarta. 
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang 
diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dalam 
menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada 
mengenai penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen PT Andalan Finance Tbk Cabang Surakarta. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Kerangka Pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang 
bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan 
arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan 
kemudian dalam menganalisis hasil penelitian.
8
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Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat 
oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak konsumen sebagai pihak yang 
menerima pinjaman dan lembaga pembiayaan sebagai pihak yang 
meminjamkan. Selain itu kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya 
dalam suatu perjanjian pembiyaan konsumen bisa disebut sebagai pihak 
kreditur dan debitur. Dalam prakteknya, sampai hari ini setiap perjanjian 
pembiayaan dibuat oleh lembaga pembiayaan dan konsumen bentuknya 
berupa perjanjian baku. 
Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara pihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau yang mengikat dan 
wajib dipenuhi oleh konsumen. Maka dengan hal ini adanya Undang-
undang Perlindungan Konsumen terdapat batasan yang lebih tegas terhadap 
pencatuman klausul (perjanjian) baku.  
Perjanjian baku yang ada di perjanjian pembiayaan menggunakan 
prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya. Prinsip-prinsip itu terdapat di 
Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi prinsip-
prinsip yang harus dimiliki dalam membuat suatu perjanjian. Pasal 1313 
KUHPerdata mengatakan :‘’Bahwa suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih’’. Pasal 1313 KUHPerdata ini 
merupakan prinsip awal adanya suatu perjanjian. Perjanjian ada jika ada 




Adapun prinsip lainnya yaitu mengenai syarat sahnya suatu 
perjanjian ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan: ‘’Bahwa 
untuk terjadi sahnya suatu perjanjian perlu dipenuhi empat syarat, yaitu: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu pokok persoalan tertentu; 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.  
Selain menggunakan prinsip / asas-asas perjanjian pada umumnya 
dalam pembuatan perjanjian pembiayaan juga harus mencantumkan 
prinsip klausul baku yang diatur didalam undang-undang perlindungan 
konsumen. Prinsip / asas-asas perjanjian tersebut meliputi asas kebebasan 
berkontrak, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kepercayaan, 
asas kehati-hatian, asas pacta sunt servanda, asas iktikad baik. 
Dengan demikian, kerangka pemikiran yang ada diatas dapat 













     
 











Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
F. Metode Penelitian 
Metode Penelitian merupakan ‘’suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 
pada metode,sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 
suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisis’’.
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1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 
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mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
10 
Bahwa penulis dalam hal ini menggunakan metode pendekatan 
doktrinal dikarenakan didalam konsep hukumnya norma-norma tertulis yang 
dibuat dan sudah diundangkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang 
berwenang,maka dari itu pengkajian yang dilakukan terbatas oleh 
perundang-undangan yang terkait dengan prinsip-prinsip perjanjian terhadap 
kontrak baku pada perjanjian pembiayaan konsumen.  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang 
bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 
gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu 
gejala,atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 
dengan gejala lain dalam masyarakat.
11
 
Bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena 
untuk menguraikan dan menganalisis tentang prinsip-prinsip perjanjian 
terhadap kontrak baku pada perjanjian pembiayaan konsumen. 
3. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, adapun 
penjelasannya sebagai berikut : 
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a. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan 
sebagainya yang terdiri atas : 
1) Bahan Hukum Primer 
Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum 
primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri 
dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, 
diantaranya : 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 
Jasa Keuangan. 
c) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 
Pembiayaan. 
d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 
Tentang Perusahaan Pembiayaan. 
e) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, 
yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer
12
, seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal 
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terkait dengan prinsip-prinsip perjanjian terhadap kontrak baku 
pada perjanjian pembiayaan konsumen. 
b. Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh dari PT 
Andalan Finance Tbk Surakarta. 
1) Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di PT Andalan Finance Tbk 
Surakarta. 
2) Subyek Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti 
yaitu perjanjian pembiayaan konsumen PT Andalan Finance 
Tbk Surakarta. 
c. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal 
dari lembar Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT Andalan 
Finance Tbk Surakarta dengan konsumen. 
4. Metode Pengumpulan Data  




a. Studi Kepustakaan 
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu 
metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu metode 
pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan 
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menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku 
yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah prinsip-
prinsip perjanjian terhadap kontrak baku pada perjanjian 
pembiayaan konsumen. 
b. Wawancara 
Metode pengumpulan data melalui wawancara adalah situasi 
peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni 
pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 
untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang responden.
14
 Dalam penelitian ini data 
yang digunakan yaitu hasil wawancara dari responden yang 
bersangkutan dan yang berkaitan langsung dengan karyawan PT 
Andalan Finance Tbk Cabang Surakarta yang mengetahui kontrak 
baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh 
perusahaan tersebut. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui 
pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dan dalam 
bentuk kalimat teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih sehingga 
memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.
15
 
Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya 
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diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama 
mengenai konsistensi jawaban dari wawancara dan data yang diterima. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah didalam melakukan penulisan hukum ini, maka 
perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 ( empat ) bab 
sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian  
D. Manfaat Penelitian 
E. Kerangka Pemikiran 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematika Penulisan 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
3. Asas-asas atau Prinip-prinsip Dalam Perjanjian 
4. Akibat Perjanjian 
5. Pengertian Perjanjian Baku dan Ciri-ciri Perjanjian Baku 




7. Prinsip-prinsip Dalam Perjanjian Baku 
B. Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen 
1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Pembiayaan 
Konsumen 
4. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Menguraikan tentang kontruksi hukum dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen di PT Andalan Finance Tbk Cabang 
Surakarta. 
B. Menguraikan tentang penerapan prinsip-prinsip perjanjian 
dalam kontrak baku pada perjanjian pembiayaan konsumen di 
PT Andalan Finance Tbk Surakarta. 
BAB IV : PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
 
